BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Padang
terkait pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM), dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta

Padang terdiri atas 2 jenis :

Pembuatan surat izin mengemudi (SIM) baru, dilakukan dengan cara :

1). Mengisi formulir permohonan SIM baru.

2). Melampirkan surat keterangan sehat.

3). Registrasi pendaftaran peserta uji SIM baru.

4). ldentifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data
identitas) peserta uji baru melengkapi data, tanda tangan, sidik jari, dan
foto semuanya secara elektronik atau digital.

5). Melaksanakan ujian teori.

6). Melaksanakan ujian praktek.

7). Produksi cetak SIM dan Penyerahan SIM.

Pembuatan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM), dilakukan dengan

cara:

1). Mengisi formulir permohonan SIM perpanjangan.

2). Melampirkan surat keterangan sehat.

3). Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data

identitas) permohonan SIM perpanjangan.
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Dilihat dari angka penerbitan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Kota
Padang paling tinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu 38.862 untuk
penerbitan surat izin mengemudi (SIM) baru, dan 25.071 untuk surat izin
mengemudi (SIM) perpanjangan. Pelaksanaan pelayanan pembuatan surat
izin mengemudi (SIM) di polresta Padang sudah terlaksana dengan baik.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemilik kendaraan bermotor dalam
pengurusan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Kota
Padang, yaitu sebagai berikut :

a. Gagal dalam melakukan tes teori surat izin mengemudi (SIM).

b. Gagal dalam melakukan tes praktek surat izin mengemudi (SIM).

3. Upaya-upaya yang dilakukan Polisi Resort Kota Padang untuk mengatasi
kendala-kendala yang dihadapi pemilik kendaraan bermotor dalam
pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang, yaitu sebagai
berikut :

a. Polresta Padang memiliki Program Coaching Clinic.

b. Polresta Padang memberikan atau melakukan bimbel gratis secara
online terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) baik dibidang
teori maupun bidang praktek.

B. Saran
Dari penjabaran kesimpulan diatas, Maka peneliti memberikan beberapa
saran kepada pemohon pembuatan surat izin mengemudi (SIM) dan
kepolisian di Polresta kota padang dalam pengurusan pembuatan surat izin
mengemudi (SIM) dan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,

antara lain :
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1. Agar Polisi Resort Kota Padang yang bertugas dalam melayani pembuatan
surat izin mengemudi (SIM) menjelaskan terlebih dahulu prosedur dalam
pengurusan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) baik di bagian
administrasi, persyaratan maupun ujian teori dan ujian prakteknya.

2. Agar pemohon pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang
tidak menilai buruk atau menilai negatif terhadap pelayanan pembuatan
surat izin mengemudi (SIM) yang diberikan oleh Polresta Padang
sebaiknya pemohon terlebih dahulu memahami prosedur dalam melakukan

permohonan surat izin mengemudi (SIM).
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